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BAB llI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat
berat pertambangan yang berada dalam kawasan Pinjam Pakai Kawasan
Hutan di Kabupaten Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah berjalan
sesuai dengan peraturan perundang — undangan terutama UU No.4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, dimana dalam proses
pengajuan Izin Usaha Operasi Produksi Pertambangan penggunaan alat
berat dicantumkan dalam laporan studi kelayakan yang kemudian ditindak
lanjuti dengan pemeriksaan AMDAL oleh pemerintah daerah. Pengawasan
kegiatan usaha operasi produksi-pertambanganpun juga dilakukan dengan
membentuk Instruktur Pertambangan yang melakukan pengawasannya tiap
6 bulan sekali yang kemudian memberikan laporan hasil pengawasan
kepada menteri, gubernur dan atau bupati. Namun hingga saat ini
Instruktur Tambang belum dibentuk, dikarenakan belum adanya peraturan
perundang — undangan sebagai aturan pelaksana dari UU No.4 Tahun
2009. Jadi untuk saat ini pelaksanaan pengawasan untuk kegiatan izin
usaha operasi produksi pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan

dan Energi, sembari menunggu pembentukkan Instruktur Tambang.

Namun pengawasan alat berat ini masih dirasa kurang optimal,

karena tidak adanya mekanisme pengurusan izin dalam penggunaan alat
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berat pertambangan terlebih penggunaan alat berat pertambangan yang
berada di kawasan pinjam pakai kawasan hutan. Pengawasan terhadap
kegiatan usaha operasi produksi pertambangan yang dilakukan Instruktur
Pertambanganpun hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Jeda waktu yang
cukup lama ini memberi celah kesempatan kepada perusahaan untuk
memanipulasi penggunaan alat berat pertambangan, sekalipun penulis

belum menemukan bukti nyata di lapangan.

. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis terhadap pelaksanaan
perlindungan kawasan hutan melalui pengawasan alat berat pertambangan
yang berada dalam kawasan Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kabupaten
Murung Raya Propinsi Kalimantan Tengah adalah :

1. Perlunya mekanisme pengurusan perizinan alat ' berat
pertambangan dalam pelaksanaan izin usaha operasi produksi
layaknya izin penggunaan alat berat dalam dunia kehutanan.
Hal ini bertujuan agar pengawasan kegiatan usaha operasi
produksi pertambangan terutama dalam hal penggunaan alat
berat pertambangan dapat dilakukan pengawasan secara
optimal, terlebih kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan

di kawasan pinjam pakai kawasan hutan.
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2. Pembentukkan secepatnya peraturan perundang — undangan di

bawah UU No.4 Tahun 2009 sebagai peraturan pelaksana.

oleh Instruktur Pertambangan

0ih baik jika dilaksanakan
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